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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah 
daerah, pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, ukuran legislatif, dan 
intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan kabupaten / kota di provinsi 
D.I.Y. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten / kota di provinsi 
D.I.Y tahun 2009-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan sampel 37 kabupaten / kota. Data penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP Provinsi D.I.Y. Penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang 
mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli 
daerah(PAD), belanja modal, ukuran legislatif, dan intergovernmental revenue 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, 





 This study aims to examine the effect of size of local government, local 
revenue, capital expenditure, legislative size, and intergovernmental revenue of 
the financial performance of district / city in D.I.Y province. The population in 
this study are all district / city in D.I.Y province years 2009-2016. This study uses 
purposive sampling method. This research uses a sample 37 district / city. The 
data of this study using secondary data in BPKP D.I.Y province. This study uses 
multiple linear regression analysis. The result of this study indicated that the size 
of local government are factors that effect the financial performance of local 
government. Local revenue, capital expenditure, legislative size, and 
intergovernmental revenue had no effect on financial performance of local 
government. 
 
Keywords: financial performance, size of local government, local revenue, 
capital expenditure, legislative size, and intergovernmental revenue 
 
1. PENDAHULUAN 
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti tertuang dalam UU 
No. 32/2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonom daerah adalah hak, 
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wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan 
wewenangnya, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber 
penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di 
daerah.  
Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu 
cara dalam meningkatkan rasio kemandirian dalam suatu pemerintah daerah. 
Salah satu pengukuran kinerja yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah 
daerah adalah pengukuran kinerja keuangan (Sari, 2016). Informasi yang 
terkandung dalam laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan 
pemerintah daerah dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja 
keuangan pemerintah daerah (Abdullah, 2013; Mahmudi, 2007 dalam 
Junarwati et al 2013). Kinerja keuangan adalah salah satu ukuran yang dapat 
digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan 
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan 
yang diinginkan, di mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang 
harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam 
daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting 
bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja 
keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan 
pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program 
selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan 
berkualitas (Sari, 2016). 
Memasuki era reformasi, masyarakat sebagian besar wilayah Indonesia, 
baik di provinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan 
pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama 
(Sadjiarto, 2000). Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan 
pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga 
pemerintahan daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian 
yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh 
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lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Keraguan masyarakat ini dapat 
diatasi dengan adanya pengukuran kinerja (Sesotyaningtyas, 2012).  
Muhayanah (2016) mengungkapkan dalam rangka dan upaya 
menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan 
kewenangan fiskal, suatu daerah harus dapat mengetahui potensi sumber daya 
yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri. Menurut Maiyora (2015) ukuran 
pemerintah daerah yang besar dapat membantu kegiatan operasional 
pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah daerah yang 
memiliki ukuran aset besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan 
pengungkapan atas laporan keuangannya. Kusumawardani (2012) menjelaskan 
ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan 
kegiatan operasional yang  kemudian akan mempermudah dalam memberi 
pelayanan masyarakat yang memadai. 
DPRD merupakan bentuk lembaga perwakilan rakyat daerah 
(propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah (Sari, 
2016).  Ukuran legislatif memiliki arti banyaknya jumlah anggota legislatif 
yang bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat 
mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat digunakan dengan baik 
(Novianti et al, 2016). Kinerja yang baik dalam suatu pemerintah daerah dapat 
dilihat dari jumlah anggota legislatif yang terpilih. Banyaknya jumlah  anggota  
DPRD  diharapkan dapat  meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam 
proses peningkatan kinerja pemerintah daerah.   
Intergovernmental revenue, yakni sejumlah transfer dana dari pusat yang 
sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah (Nam, 
2001 dalam Maiyora 2015). Intergovernmental revenue atau dana perimbangan 
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi 
besar terhadap struktur APBD. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan 
baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan 
4 
 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri (Budianto dan Alexander, 
2016). 
Kemakmuran pemerintah daerah ditentukan dengan besarnya nilai 
tambah berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan 
nilai yang positif akan mendorong adanya investasi dan secara bersamaan 
investasi tersebut akan mendorong akan adanya perbaikan infrastrukur di suatu 
daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu 
daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), intergovernmental 
revenue, dan belanja modal juga mengurangi total utang kepada pihak luar 
(Simanullang, 2013). 
Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Simanullang (2013) yang 
berjudul Pengaruh Belanja Modal, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan 
Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten Di 
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 – 2012. Perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan dua variabel independen 
yaitu ukuran pemerintah daerah dan ukuran legislatif. Perbedaan selanjutnya 
terletak pada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan seluruh 
kabupaten dan kota Provinsi D.I.Y sebagai tempat penelitian dan  waktu 
penelitian  tahun 2009-2016. 
 
2. METODE 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota dan DPRD 
Provinsi D.I.Y pada tahun 2009-2016. Sampel penelitian ini dilakukan 
pengambilan di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, 
Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman berupa laporan realisasi 
anggaran dan laporan neraca tahun 2009-2016 serta memberikan data jumlah 
anggota DPRD dalam website resmi daerahnya. 
 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Simanullang (2013) konsep pengelolaan organisasi sektor 
publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, 
dan efektivitas. Sedangkan, dalam pengukuran kinerja menggunakan ukuran 
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efisiensi. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input 
tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 
Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi 
suatu organisasi. Penghitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh (Simanullang, 2013) yaitu:     
 
Simanullang (2013) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber 
penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai 
modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-
usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. 
Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah, maka proksi variabel dalam penelitian ini yang diukur dapat dihitung 




Andirfa et al (2016) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik 
secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Berdasarkan penelitian (Simanullang, 2013) proksi variabel belanja modal 
dapat dihitung dengan rumus berikut ini : 
 
 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan pemerintah daerah berupa  
laporan realisasi penggunaan anggaran dan laporan neraca pemerintah daerah 
D.I.Y tahun 2009 sampai dengan 2016 yang diperoleh dari BPK Provinsi D.I.Y  
serta data non keuangan, yaitu jumlah anggota DPRD didapat dari situs resmi 
PAD =Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah 
Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung 
dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya 
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masing-masing daerah yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran 
legislatif. 
 Untuk menentukan tingkat pengaruh antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah 
analisis statistik digunaan model analisis dalam bentuk persamaan regresi linier 
berganda dalam rumus: 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5  + ɛ  
Y = Kinerja Pemda 
β   = Koefisien  
X1    = Ukuran Pemerintah Daerah 
X2    = Pendapatan Asli daerah 
X3  = Belanja Modal 
X4 = Ukuran Legislatif 
X5 = Intergovernmental Revenue 
ε  = error 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Statistik Deskriptif 

















0,04 0,72 0,2388 0,18246 
Belanja Modal 
(dalam trilyun) 
0,04 0,43 0,1670 0,09107 












0,00 0,35 0,1061 0,08409 
Sumber : data sekunder diolah, 2017 
Penelitian ini menggunakan total aset dalam mengukur ukuran 
pemerintah daerah. Dilihat dari ukuran pemerintah daerah, pemerintah 
daerah di Jawa Tengah memiliki total aset rata-rata 2,5480 (dalam trilyun 
rupiah), sedangkan nilai standar deviasi sebesar 1,01887 (dalam trilyun 
rupiah). Nilai rata-rata sebesar 2,5480 menandakan bahwa bahwa rata-rata 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Y tergolong memiliki 
kinerja yang baik karena nilai rata rata lebih besar dari standar deviasi. 
Total aset tertinggi sebesar 4,41 (dalam trilyun rupiah) dimiliki oleh 
pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun 2014, sementara total aset 
terendah dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo tahun 2009 yaitu sebesar 
0,94 (dalam trilyun rupiah). 
Jumlah legislatif memiliki rata rata 44,0000, sedangkan nilai standar 
deviasi sebesar 3,78932. Nilai rata-rata sebesar 44,0000 menandakan 
bahwa pemerintah daerah bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi 
D.I.Y tergolong memiliki kinerja yang baik karena nilai rata rata lebih 
besar dari standar deviasi. Jumlah legislatif paling banyak dimiliki 
pemerintah daerah Kabupaten Sleman sebanyak 50 anggota legislatif. 
Sedangkan Ukuran legislatif paling sedikit dimiliki pemerintah daerah 
Kota Yogyakarta dan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo 
sebanyak 40 anggota legislatif. 
Terakhir adalah intergovermental revenue. Intergovernmental revenue 
diukur atas total dana perimbangan. Nilai rata-rata intergovermental 
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revenue sebesar 0,7932 (dalam trilyun rupiah), sedangkan nilai standar 
deviasi sebesar 0,22525 (dalam trilyun rupiah). Nilai rata-rata sebesar 
0,7932 (dalam trilyun rupiah) menandakan bahwa bahwa rata-rata 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Y tergolong memiliki 
kinerja yang baik karena nilai rata rata lebih besar dari standar deviasi.. 
Nilai maksimum sebesar 1,33 (dalam trilyun rupiah) dimiliki pemerintah 
daerah Kabupaten Bantul tahun 2016, serta nilai minimum 0,48 (dalam 
trilyun rupiah) dimiliki pemerintah daerah Kota Yogyakarta tahun 2010. 
3.2 Uji Asumsi Klasik  
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas 






Sumber : data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan pada tabel 2 diatas menunjukkan bahwa  variabel 
unstandardized residual memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, 
maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal. 
  Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 































Sumber : data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa seluruh 
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 
p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
heteroskedastisitas dalam model regresi. 





DU < DW < 4-
DU 
Tidak ada autokorelasi 
Sumber : data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa  nilai durbin-
watson dalam penelitian ini yaitu 2,110, sedangkan nilai DU dan DL 
memiliki nilai yaitu 1,795 dan 1,190. Nilai tersebut berada pada 
ketentuan DU < DW < 4-DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
autokoelasi dalam model regresi. 
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 












Belanja Modal 0,160 6,242 
Tidak ada 
multikolinearitas 









Sumber : data sekunder diolah, 2017 
Berdasarkan pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa seluruh 
variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai 
tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa 
tidak ada multikolinearitas dalam model regresi. 
Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Variabel  β (Koefisien Regresi) 




Pendapatan Asli Daerah  0,327 
Belanja Modal 0,098 




Sumber : data sekunder diolah, 2017 
3.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah 
yang diukur berdasarkan total asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 
Apabila ukuran pemerintah daerah semakin besar maka kinerja keuangan 
pemerintah daerah kurang baik. Pemerintah daerah dengan ukuran yang 
besar seharusnya memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pelayanan 
yang baik kepada masyarakat serta pengungkapan atas laporan kinerjanya, 
hal ini terjadi kemungkinan pemerintah daerah belum dapat mengelola 
dengan baik aset yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari, (2016), Maiyora, 
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(2015), dan Masdiantini dan Erawati, (2016) yang menyatakan bahwa 
ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.   
3.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa total pendapatan asli 
daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidak berpegaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil ini menunjukan bahwa peran 
pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah belum berjalan baik karena pemerintah daerah masih 
belum bisa memanfaatkan sumber-sumber kekayaan daerahnya sendiri 
serta pemerintah daerah masih bergantung pada sumber dana yang 
diberikan pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang masih bergantung 
pada dana yang diberikan pemerintah pusat mengindikasikan bahwa 
pemerintah daerah belum mandiri dan masih bergantung pada pemerintah 
pusat. 
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Andirfa, et.al (2016) 
yang menyatakan bahwa ukuran pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.   
3.5 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah  
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya belanja modal 
yang dilakukan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah, karena belanja modal yang semakin besar 
setiap periode tertentu dalam suatu pemerintah daerah akan 
mengakibatkan kinerja keuangan semakin menurun, oleh karena itu 
belanja modal  harus proporsional dengan sektor penerimaan (input) 
sehingga kinerja keuangan suatu pemerintah daerah akan meningkat. 
3.6 Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah  
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa apabila besar atau 
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tidaknya ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya jumlah 
anggota DPRD belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Kurangnya peran anggota DPRD dalam 
memperjuangkan kepentingan masyarakat dapat kita lihat dengan 
maraknya berita buruk seperti banyaknya anggota DPRD kabupaten 
maupun kota yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan juga 
banyaknya anggota DPRD yang tidak menghadari rapat. Peran yang 
diharapkan pada anggota DPRD dalam kaitannya dengan kinerja yaitu 
dalam hal pengawasan pelaksanaan kinerja oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sesotyaningtyas, (2012) 
dan dan Maiyora, (2015) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.   
3.7 Pengaruh Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya 
intergovernmental revenue pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dikarenakan pemerintah 
daerah kabupaten/kota belum dapat menggunakan dana dari pemerintah 
pusat dengan baik. Bisa dilihat pemerintah daerah belum bisa 
mengalokasikan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat sesuai 
kebutuhan pemerintah daerah tersebut. Terlihat dari besarnya jumlah 
belanja pegawai tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik yang 
dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dana transfer dari 
pemerintah pusat sebagian besar masih digunakan untuk belanja aparatur 
daerah. Akibatnya dana untuk pelayanan publik menjadi lebih sedikit 
sehingga besar kecilnya  intergovernmental revenue tidak mempengaruhi 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Sesotyaningtyas, 
(2012) dan Masdiantini dan Erawati, (2016) yang menyatakan bahwa 
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Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah, Variabel pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Variabel belanja modal tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Variabel ukuran 
legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 
Variabel intergovernmental revenue tidak berpengaruh terhadap kinerja 
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